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ABSTRACT

Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan saran penting dalam
pengembangan sumber daya manusia aparatur guna meningkatkan
kompetensi dan kinerja ASN. Pelatihan ini bertujuan untuk
menganalisis evaluasi diklat bidang teknis di BPSDM Provinsi Jawa
Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan teknis pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi. Analisis evaluasi diklat dilakukan menggunakan model
evaluasi Kirkpatrick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diklat
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bidang teknis telah berjalan cukup efektif pada level reaksi dan
pembelajaran, ditunjukkan oleh respons positif peserta serta
peningkatan pengetahuan dan pemahaman materi. Namun, pada level
perilaku dan hasil, evaluasi diklat belum optimal. Hal ini disebabkan
oleh perencanaan diklat yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan
peserta, perbedaan kompetensi awal, keterbatasan waktu praktik, serta
belum optimalnya dukungan organisasi dalam mendorong penerapan
hasil diklat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi diklat
memerlukan perencanaan berbasis kebutuhan, desain pelatihan yang
lebih aplikatif, serta dukungan organisasi yang berkelanjutan agar hasil
diklat dapat berdampak pada perubahan perilaku kerja dan
peningkatan kinerja organisasi di BPSDM Provinsi Jawa Timur.
ABSTRACT

Education and training are essential instruments in developing the competence and performance of civil
servants. This study aims to analyze the evaluation of technical education and training programs at the
Human Resource Development Agency (BPSDM) of East Java Province. The research employs a qualitative
descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The
evaluation of the training programs was analyzed using the Kirkpatrick evaluation model. The results indicate
that technical training programs have been relatively effective at the reaction and learning levels, as evidenced
by positive participant responses and improvements in knowledge and understanding of the training
materials. However, effectiveness at the behavior and results levels has not been fully achieved. This condition
is influenced by training planning that is not entirely based on participants’ needs, differences in initial
competencies, limited practice time, and insufficient organizational support in encouraging the application of
training outcomes in the workplace. This study concludes that improving training evaluation requires needs-
based planning, more practical and applicable training design, and sustained organizational support to ensure
that training outcomes lead to behavioral change and improved organizational performance at the Human
Resource Development Agency of East Java Province.
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PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan komponen penting guna untuk mencapai visi dan misi
dalam setiap aspek dalam organisasi. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berkompeten di bidangnya, akan memberikan dampak yang positif terhadap tujuan organisasi
maupun individu. Dalam beberapa kasus, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten tidak
hanya di klasifikasikan sebagai kemampuan individu dalam menangani suatu permasalahan yang
sesuai dengan bidangnya, namun juga melibatkan individu lain yang memiliki kesamaan visi dan
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misi untuk terlibat secara tim atau kelompok. Dalam mengakomodir kebutuhan organisasi,
kualitas sumber daya manusia tidak dapat dinilai dari kemampuan individu tersebut, namun juga
diperlukan dengan adanya pengalaman, pelatihan dan praktik langsung secara nyata.

Kebutuhan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya juga diperlukan
dalam setiap struktur organisasi. Semakin berkembangnya era digitalisasi, menuntut
kemampuan individu untuk beradaptasi agar individu tersebut dapat memiliki nilai daya saing
dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan berkembangnya kebutuhan dan meningkatnya
persaingan, setiap individu tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi, namun juga
diharuskan untuk dapat beradaptasi dalam beberapa aspek dan kondisi. Sumber daya manusia
yang berkompeten memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan (Septiana et al.,
2023). Dalam menjalankan organisasi yang baik dan efektif diperlukan sumber daya manusia
yang memiliki kemampuan, keterampilan dan sikap kerja yang positif seperti dedikasi, motivasi,
dan etika profesional. Kemampuan ini merujuk pada potensi dasar individu, keterampilan, yang
mencangkup pengetahuan teknis dan praktis yang bisa diterapkan, sedangkan sikap kerja yang
baik melibatkan perilaku seperti kerja sama tim, ketahanan dalam menghadapi tantangan, dan
komitmen terhadap ujian organisasi.

Pemerintah selaku pihak penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik yang bersifat
nasional, terus untuk mendorong sikap individu untuk dapat mengembangkan potensi dan
memiliki etika profesionalisme dalam bekerja. Berbagai program telah diberlakukan oleh
pemerintah guna untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompeten dan dapat disebut sebagai
sumber daya manusia yang memiliki nilai jual dalam dunia kerja. Kualitas sumber daya manusia
memainkan peran krusial dalam menentukan kemajuan suatu negara (Kaloko et al., 2025).
Langkah ini merupakan wujud dari keseriusan pemerintah untuk dapat menciptakan individu
yang tidak hanya berkompetensi di bidangnya, namun juga memiliki daya saing secara global.

Tujuan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya yang berkualitas, merupakan
tujuan Nasional yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan yang berbunyi “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/ atau
meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja yang sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuan melalui pelatihan kerja”. Pengembangan SDM yang berkualitas menjadi kunci dalam
mencapai tujuan pembangunan Nasional karena SDM yang berkualitas akan mampu memainkan
peran yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan Nasional. Perkembangan
sumber daya yang berkualitas menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing bangsa (Jamilah,
2024). Semakin tinggi daya saing SDM, maka akan berdampak pada kemandirian untuk
memenuhi kebutuhan (Rifamiya & Abdurohim, 2025). Dalam konteks ini kemandirian tidak
hanya berdampak bagi kepentingan individu namun juga akan berdampak secara nasional.

Perkembangan lingkungan kerja yang semakin dinamis, ditandai dengan kemajuan
teknologi, kompleksitas tugas, serta meningkatkan tuntutan kinerja, menuntut untuk setiap
individu memiliki kompetensi yang adaptif dan relevan. Individu tidak lagi cukup dalam
mengandalkan pengetahuan dasar atau pendidikan formal yang diperoleh sebelumnya,
melainkan perlu terus dalam memperbaiki kemampuan, keterampilan dan sikap kerja agar
mampu menjalankan perannya secara efektif. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan
(diklat) menjadi instrumen strategis untuk mendukung perkembangan kapasitas individu secara
berkelanjutan. Dalam skala global, pendidikan dan pelatihan (diklat) juga dibutuhkan oleh setiap
individu dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kompetensi kerja. Pelatihan merupakan
proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan. Pengetahuan, keterampilan dan
perubahan tingkah laku ke arah profesionalisme kerja bagi setiap individu (Pratiwi et al., 2023).
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Pelatihan yang efektif tidak hanya untuk meningkatkan kinerja individu, tetapi juga untuk
memberikan dampak yang positif pada kinerja tim dan organisasi (Rizqi, 2024).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan menerapkan pelatihan
yang konsisten, baik secara individual maupun berkelompok. Pengembangan kualitas sumber
daya manusia yang di tunjukan pada aparatur negara merupakan agenda strategi dalam
penyelenggaraan pemerintahan modern. Pelatihan dan pengembangan SDM juga dapat
meningkatkan kualitas individu (Pangestu et al., 2024). Setiap program pelatihan dan
pengembangan yang dirancang secara strategis, menjadi pilar penting dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (Purnomo & Kuswinarno, 2024). Keseriusan dan peran aktif dari
berbagai pihak, merupakan salah satu dasar yang dapat mensukseskan setiap program pelatihan.
Tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk
mengembangkan evaluasi dan produktivitas pada organisasi (Rindaningsih & Khalilurrahman,
2023).

Pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur merupakan agenda strategis
dalam penyelenggaraan pemerintah modern. Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran
penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta pembangunan daerah.
Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, baik kompetensi
manajerial, sosial kultural, maupun kompetensi teknis yang sesuai dengan bidang tugasnya. Bagi
seorang ASN, memiliki kompetensi yang maksimal bukan lagi menjadi tuntutan namun sudah
menjadi kebutuhan karena ASN merupakan perpanjangan tangan struktur pemerintahan yang
akan bersentuhan langsung dengan segala kebijakan dan kebutuhan masyarakat (Idris et al.,
2020). Tanpa dukungan kompetensi yang kuat, kinerja organisasi pemerintahan berpotensi tidak
optimal dan akan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik.

Rendahnya kompetensi ASN dalam memberikan pelayanan publik menjadi suatu
permasalahan yang kompleks yang bisa menurunkan kepercayaan publik dan tidak berjalan
sesuai dengan program yang sudah diberikan oleh pemerintah. Disisi lain rendahnya kompetensi
ASN juga menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam merencanakan, membina dan
penyelenggaraan setiap program yang di mana program-program tersebut bertujuan untuk
memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Apabila ASN memiliki
kompetensi yang rendah maka akan berdampak pada sulitnya tujuan organisasi (Riwukore,
2023).

Pentingnya peningkatan kompetensi dari tenaga profesional seperti ASN, menjadi
perhatian utama dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
Pentingnya kualitas SDM dalam hal ini adalah ASN tidak hanya bergantung pada kecepatan,
namun juga pada kemampuan ASN dalam beradaptasi, berempati, dan memberikan solusi nyata
bagi kebutuhan masyarakat (Siagian, 2025). Secara luas, rendahnya kualitas SDM berpotensi
dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelayanan publik, seperti lambannya proses
pelayanan, kurangnya responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, tidak tepatan prosedur,
serta rendahnya kepuasan pengguna layanan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada citra
institusi pemerintah, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kredibilitas pada kinerja pemerintah.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi kebutuhan yang strategis dan tidak bisa
diabaikan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN, pendidikan dan pelatihan (diklat) menjadi
instrumen utama yang secara sistematis dirancang oleh pemerintah. Diklat tidak hanya berfungsi
sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai media
pembentukan sikap yang profesional dan etos kerja aparatur. Secara khusus, pendidikan dan
pelatihan bidang teknis diarahkan untuk memperkuat kemampuan ASN dalam menjalankan
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tugas-tugas teknis operasional yang sesuai dengan jabatan dan unit kerja masing-masing.
Pendidikan dan pelatihan ini bagi seorang ASN merupakan suatu keharusan yang akan
berdampak positif bagi ASN tersebut atau secara organisasi, karena pelatihan dan pendidikan
tersebut akan meningkatkan kemampuan dan pola pikir ASN dalam menjalankan tugasnya.
Seorang ASN tidak hanya dibebani dengan tanggung jawab administratif, namun juga ikut
berperan aktif dalam setiap program termasuk di dalamnya adalah pelatihan kerja (Zainuddin &
Syugiarto, 2025).

Aparatus Sipil Negara (ASN) memegang peran penting dalam pelaksanaan kebijakan
publik, pelayanan masyarakat, serta pembangunan daerah. Tanpa dukungan kompetensi yang
kuat, kinerja organisasi pemerintah berpotensi tidak optimal dan berdampak rendah pada
kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, tingginya intensitas penyelenggaraan diklat
belum tentu bisa mencerminkan tingkat evaluasi yang optimal. Evaluasi pendidikan dan pelatihan
(diklat) dapat diukur dengan evaluasi pelatihan (Pratiwi et al., 2023). Evaluasi diklat tidak hanya
diukur dari jumlah kegiatan atau peserta yang dilatih, melainkan dari sejauh mana diklat tersebut
mampu menjawab kebutuhan kompetensi ASN dan memberikan dampak nyata terhadap
peningkatan kinerja di tempat kerja.

Secara luas, kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) tidak hanya dibutuhkan oleh
ASN, namun mencakup kebutuhan masyarakat secara luas yang bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi yang dimiliki. Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang
agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan (Qonita et al., 2023). Berbeda
dengan kebutuhan pelatihan yang diterapkan kepada ASN yang bertujuan sebagai pelayanan,
kebutuhan pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat umum memiliki tujuan yang mengacu
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan dibutuhkan dalam masyarakat pada
umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (Ading, 2020).
Kebutuhan terhadap diklat juga semakin meningkat seiring dengan perubahan regulasi, standar
kerja, dan sistem pelayanan publik maupun organisasi modern. Individu dituntut tidak hanya
mampu melaksanakan tugas rutin, tetapi juga untuk memahami prosedur baru, menguasai
teknologi pendukung, serta memiliki kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan
keputusan yang tepat. Diklat menjadi media penting untuk memastikan individu memiliki
kesiapan dalam kompetensi tersebut secara sistematis dan terukur.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam
berdasarkan tujuan dan kompetensi yang berkembang, antara lain diklat prajabatan, diklat
kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat bidang teknis. Mengacu pada peningkatan
kompetensi, diklat bidang teknis merupakan komponen terpenting karena diklat ini bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis yang bersifat operasional dan
aplikatif yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing individu, sehingga peserta mampu
melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Diklat bidang
teknis dibutuhkan pegawai dalam menunjang karier dan meningkatkan kompetensi (Kamaluddin
etal, 2021).

Pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang teknis bagi masyarakat umum dan ASN memiliki
peran yang strategis dalam meningkatkan kompetensi teknis yang bersifat praktis dan aplikatif
sesuai dengan kebutuhan kerja masing-masing. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan (diklat) memiliki peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang
kompeten (Ghoni & Andriani, 2024). Bagi masyarakat umum, diklat bidang teknis berfungsi
sebagai sarana pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja dan
kewirausahaan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, serta peluang untuk
memperoleh pekerjaan atau membangun usaha mandiri. Sementara itu, bagi ASN diklat bidang
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teknis diarahkan untuk memperkuat penguasaan kemampuan operasional dan teknis yang sesuai
dengan bidang tugas dan jabatan, guna untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang
efektif, efisien dan berkualitas.

Dalam struktur pemerintahan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Provinsi Jawa Timur merupakan instansi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan
kualitas sumber daya manusia, baik bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat umum.
BPSDM sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja yang berkualitas yang didukung
dengan adanya kompetensi SDM di bidangnya (Ishak et al.,, 2020). BPSDM berfungsi sebagai
lembaga yang merancang, menyelenggarakan, dan mengevaluasi berbagai program pendidikan
dan pelatihan guna untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kapasitas individu
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Melalui penyelenggaraan
diklat yang terstruktur dan berkelanjutan, BPSDM tidak hanya mendukung peningkatan kinerja
ASN dalam menjalankan tugas pemerintah, tetapi juga berkontribusi dalam pemberdayaan
masyarakat umum melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, sehingga
mampu untuk mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Provinsi Jawa Timur membutuhkan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia
(SDM) secara berkelanjutan, seiring dengan besarnya jumlah penduduk, keragaman sektor
ekonomi, serta meningkatkannya tuntutan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
Sebagai salah satu Provinsi dengan aktivitas ekonomi, industri, dan jasa yang tinggi, Jawa Timur
memerlukan SDM yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki
keterampilan teknis dan manajerial yang memadai. Pelatihan SDM menjadi kebutuhan strategis
untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara kemampuan individu dengan kebutuhan
dunia kerja dan pemerintahan, baik bagi ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
maupun bagi masyarakat umum dalam memperluas peluang kerja dan meningkatkan
produktivitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelatihan SDM di Jawa Timur menjadi langkah
penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kompetensi teknis memiliki peran yang sangat penting dalam menjunjung kinerja
individu, khususnya dalam lingkungan organisasi pemerintah yang menuntut ketepatan,
keakuratan, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi teknis mencerminkan
kemampuan individu dalam menguasai pengetahuan, keterampilan serta prosedur kerja yang
bersifat operasional dan sesuai dengan bidang tugas yang dimiliki. Pentingnya kompetensi teknis
yang dimiliki oleh setiap individu, juga menjadi perhatian penting bagi instansi pemerintah
termasuk BPSDM Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang diduplikasikan pada
tahun 2023, terlihat bahwa tingkat partisipasi ASN dalam bergabai jenis pelatihan di lingkungan
BPSDM Provinsi Jawa Timur menunjukkan capaian yang bervariasi. Pelatihan urusan wajib
pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar yang menunjukkan realisasi dalam melampaui target,
masing-masing mencapai 120% dan 180% yang mengidentifikasikan tingginya kebutuhan dan
minat ASN terhadap penguatan kompetensi teknis pada bidang tersebut. Sementara itu, beberapa
pelatihan lain seperti urusan pemerintahan daerah I dan II serta urusan pemerintahan umum
belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian berkisar 70% hingga 95%.
Di sisi lain, penyusunan dokumen pendukung seperti monitoring dan evaluasi pelatihan serta
manajemen teknologi informasi telah terealisasikan 100%, menunjukkan kesiapan pada
administratif dalam penyelenggaraan pelatihan. Variasi capaian ini mengidentifikasikan bahwa
meskipun pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis sudah berjalan, masih diperlakukan
evaluasi yang lebih lanjut untuk memastikan evaluasi pelatihan dalam menjawab kebutuhan
kompetensi ASN secara merata.
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Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang teknis yang diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur, masih ditemukan sejumlah permasalahan yang memengaruhi
evaluasi pencapaian tujuan diklat. Berdasarkan penjelasan dari pihak pengelolaan bidang teknis,
perencanaan diklat selama ini telah disusun secara rutin dan terprogram, namun belum
sepenuhnya berbasis pada pemetaan kebutuhan kompetensi peserta yang beragam.

Pada tahap pelaksanaan, strategi dan pendekatan pembelajaran telah dirancang untuk
meningkatkan kompetensi teknis peserta, namun masih menghadapi kendala dalam
penerapannya. Perbedaan tingkat kemampuan awal peserta menyebabkan proses pembelajaran
tidak selalu berjalan efektif.

Kesesuaian materi dan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta juga menjadi
tantangan tersendiri. Meskipun materi diklat telah disusun sesuai dengan kurikulum, dalam
praktiknya belum seluruh materi dapat diaplikasikan secara langsung oleh peserta.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi evaluasi diklat bidang teknis adalah kesiapan
peserta dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran digital. Pengguna platform digital dalam
proses pendaftaran, pembelajaran, dan evaluasi belum sepenuhnya dapat diikuti oleh seluruh
peserta.

Dari sisi evaluasi dan dampak diklat, hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan peserta, namun dampak tersebut belum sepenuhnya
berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bidang teknis yang
diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur masih belum optimal dalam menjawab
kebutuhan pengembangan kompetensi, baik bagi ASN maupun masyarakat umum. Oleh karena
itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai aktivitas diklat bidang teknis agar pelaksanaannya
dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan
kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat)
bidang teknis memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
baik bagi ASN maupun masyarakat umum. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan
daerah, peningkatan kompetensi teknis ASN menjadi persyaratan utama untuk mewujudkan
pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi Pada kepuasan masyarakat.
Sementara itu, bagi masyarakat umum, diklat bidang teknis berfungsi sebagai sarana
pemberdayaan dan peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan
dan dunia kerja.

Hasil pemaparan kondisi empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan diklat bidang teknis
yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa
Timur masih menghadapi berbagai kendala, malai dari aspek perencanaan yang belum
sepenuhnya berbasis kebutuhan peserta, pelaksanaan pembelajaran yang belum optimal akibat
berbedaan latar belakang kompetensi, keterbatasan pemanfaatan teknologi pembelajaran, hingga
dampak pada pascadiklat yang belum berkelanjutan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa
intensitas penyelenggaraan diklat belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat evaluasi
pencapaian tujuan pada peningkatan kompetensi. Diperlukan suatu kajian yang komprehensif
untuk menilai sejauh mana evaluasi pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang teknis dalam
meningkatkan kompetensi, khususnya bagi ASN, serta relevansi terhadap kebutuhan
pengembangan sumber daya manusia secara lebih luas.

Kajian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai
evaluasi diklat bidang teknis sekaligus menjadi dasar pada perumusan rekomendasi perbaikan
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dalam penyelenggaraan diklat agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata
terhadap peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.
Penelitian Kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara
mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait evaluasi pendidikan dan
pelatihan (diklat) bidang teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara
(ASN).

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknis pengumpulan daya, yaitu sebagai berikut:
1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang berguna untuk
mendapatkan keterangan mengenai data yang lebih akurat terkait hal-hal penting dalam
penelitian. Metode ini di gunakan untuk mengamati fenomena yang relevan dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang diamati adalah Evaluasi
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bidang Teknis di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Kompetensi ASN dengan cara yang lebih
efisien dan teratur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, bertanya
langsung kepada narasumber yang mempunyai pengetahuan atau informasi terkait hal yang
diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
tentang situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Dengan penelitian ini, wawancara dilakukan
dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk mencari informasi. Tujuan adanya wawancara
ini adalah, untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) Bidang Teknis di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa
Timur Dalam Meningkatkan Kompetensi ASN.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui buku, foto,
atau dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk
memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Bidang Teknis di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur
Dalam Meningkatkan Kompetensi ASN. Sehingga, dengan adanya metode ini dapat membantu
memperkuat dalam penemuan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis yang digunakan secara terus-menerus dan
tidak terpisah dari proses pengumpulan data. Teknik analisis interaktif model Miles, Huberman,
& Saldana (2013) dalam penelitian ini menjelaskan bahwa analisis tidak dilakukan setelah data
terkumpul saja, tetapi berlangsung selama seluruh proses penelitian yang terdiri dari tiga
tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis data kualitatif yang
dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini,
peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi, maupun studi
literatur. Data yang diperoleh biasanya masih bersifat mentah, belum terstruktur, dan jumlahnya
cukup banyak. Dalam model interaktif, pengumpulan data tidak hanya dilakukan sekali, tetapi
dapat berlangsung secara berulang selama penelitian berjalan. Hal ini karena peneliti dapat
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kembali mengumpulkan data tambahan apabila ditemukan kekurangan informasi pada tahap
analisis berikutnya.
2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data adalah proses, menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan
mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi.
Kondensasi data ini, bisa membantu peneliti untuk memusatkan perhatian pada informasi yang
relevan dengan fokus penelitian. Sugiyono (2019) menegaskan bahwa kondensasi data
merupakan langkah yang penting agar data yang kompleks dapat disusun secara sistematis dan
tidak kehilangan makna utama.

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah untuk menyusun informasi yang sudah di reduksi ke dalam bentuk
dari narasi deskriptif, tabel atau matriks agar lebih mudah dipahami. Penyajian data
memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan atau kecenderungan yang muncul dari
data lapangan. Menurut Moleong (2017), menyatakan bahwa penyajian data memberi gambaran
menyeluruh dan membantu peneliti untuk memahami konteks mendalam sehingga makna data
dapat ditafsirkan lebih akurat.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Kesimpulan dalam penarikan kualitatif bersifat sementara dan kuat jika telah diverifikasi
secara konsisten dengan data lapangan. Verifikasi dilakukan dengan triangulasi, yang
membandingkan data dari berbagai sumber, metode, atau teori untuk memastikan keabsahan
temuan. Menurut Creswell & Poth (2018), menyebutkan bahwa triangulasi merupakan teknik
penting dalam meningkatkan validitas penelitian kualitatif, karena memungkinkan untuk peneliti
memastikan bahwa temuan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang teknis di
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur menunjukkan capaian yang
bervariasi pada setiap tahapan pelaksanaannya. Penyelenggaraan diklat telah dilakukan secara
terprogram dan didukung oleh fasilitas, widyaiswara, serta sistem administrasi yang relatif
memadai. Hal ini terlihat dari capaian realisasi kegiatan pada pengembangan kompetensi teknis
yang pada beberapa jenis pelatihan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi
tersebut mengindikasikan adanya komitmen organisasi dalam mendorong peningkatan
kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis.

Namun pada hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi
peserta yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan evaluasi pencapaian tujuan diklat. Pada
aspek perencanaan, penyusunan program diklat belum sepenuhnya berbasis pada analisis
kebutuhan kompetensi peserta yang beragam, baik dari kalangan ASN maupun masyarakat
umum, perbedaan latar belakang tugas, jabatan, dan tingkat kemampuan awan peserta
menyebabkan materi dan metode pembelajaran belum juga sepenuhnya sesuai dengan
kebutuhan individual peserta. Kondisi ini berimplikasi pada kurang optimalnya proses
pembelajaran dan terbatasnya pendalaman materi teknis yang bersifat aplikatif.

Pada tahap pelaksanaan, proses pembelajaran telah dirancang untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan teknis peserta, namun masih menghadapi kendala berupa
kesenjangan kompetensi antar peserta. Perbedaan tingkat pemahaman juga menyebabkan
widyaiswara harus menyesuaikan penyampaian materi pada kemampuan terendah, sehingga
potensi peserta dengan kemampuan lebih tinggi belum dapat dikembangkan secara maksimal.
Selain itu, keterbatasan waktu praktik dan penggunaan metode pembelajaran yang belum
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sepenuhnya kontekstual turut memengaruhi evaluasi transfer pengetahuan dan keterampilan ke
dalam situasi kerja nyata.

Dari sisi pemanfaatan teknologi, digitalisasi proses diklat melalui sistem pendaftaran,
pembelajaran, dan evaluasi belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh peserta. Sebagian peserta
masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi pembelajaran digital, yang
berdampak pada kelancaran proses diklat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi
teknologi yang perlu mendapat perhatian khusus perancangan dan pelaksanaan diklat pada
bidang teknis.

Pada tahap pascadiklat, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peserta merasakan
adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti diklat. Namun, dampak
tersebut belum sepenuhnya berkelanjutan dalam praktik kerja sehari-hari. Tidak seluruh peserta
mampu menerapkan hasil pelatihan secara konsisten ditempat kerja, yang disebabkan oleh
keterbatasan dukungan organisasi, belum adanya program tindak lanjut, serta kurangnya
mekanisme monitoring dan evaluasi pascadiklat. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi diklat
belum sepenuhnya mencapai tujuan pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, evaluasi pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang teknis dianalisis
menggunakan model evaluasi Kirkpatrick, yang mencakup empat level sebagai berikut:

a. Reaksi (Reaction)

Pada level reaksi, evaluasi diarahkan untuk menilai bagaimana proses respons awal
peserta terhadap penyelenggaraan diklat, yang mencakup persepsi terhadap materi, metode
pembelajaran, instruktur/widyaiswara, fasilitas, serta pengalaman keseluruhan mengikuti diklat.
Dalam penelitian ini, mayoritas peserta diklat bidang teknis di BPSDM Provinsi Jawa Timur
menunjukkan respons yang relatif positif terhadap program pelatihan. Peserta melaporkan
bahwa materi yang disampaikan relevan dengan pekerjaan mereka, instruktur yang dianggap
kompeten, dan metode pembelajaran disarankan membantu mereka dalam memahami konsep
teknis. Namun demikian, masih terdapat sejumlah peserta yang menyatakan ketidakpuasan
terkait durasi praktik yang dirasa masih terlalu singkat dan pelatihan instruktur yang terbagi
karena jumlah peserta yang besar. Temuan ini menunjukkan bahwa reaksi peserta terhadap diklat
bersifat positif namun belum merata, suatu hal yang penting untuk di analisis secara
komprehensif karena reaksi awal ini menjadi landasan psikologis untuk fase pembelajaran
selanjutnya.

Evaluasi pada level reaksi (reaction) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta
menjadi fondasi krusial yang menentukan evaluasi proses pengembangan kompetensi
selanjutnya. Analisis terhadap respons peserta mengungkapkan dimensi positif yang signifikan
pada aspek kualitas instruktur dan relevansi materi pembelajaran, di mana kesesuaian metode
yang digunakan narasumber berhasil membangun keterlibatan aktif dan impresi awal yang baik
bagi peserta. Namun, evaluasi pada level ini terhambat oleh temuan negatif terkait keterbatasan
fasilitas pendukung dan kendala teknis selama penyelenggaraan. Ketidaksiapan sarana prasarana
tersebut menjadi catatan kritis karena berpotensi mereduksi fokus dan kenyamanan peserta
dalam menyerap materi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan
diklat dinilai berhasil dalam hal substansi dan peran instruktur, optimalisasi dampak diklat pada
tahap berikutnya tetap memerlukan perbaikan menyeluruh pada ekosistem fasilitas guna
memastikan pengalaman belajar yang lebih kondusif bagi para peserta.

Reaksi yang positif belum tentu mencerminkan evaluasi pelatihan secara penuh, karena
reaksi hanya menunjukkan respons subjektif peserta dalam pengalaman pelatihan, tanpa
menunjukkan perubahan dalam pengetahuan atau keterampilan yang dihasilkan (Winfred et al.,
2003). Ini juga diamati dalam penelitian meta-analitik mengenai pelatihan organisasi, yang
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menemukan bahwa ukuran efek reaksi memiliki korelasi sedang terhadap hasil pengukuran yang
lebih dalam seperti pembelajaran dan perilaku.

Adanya rekasi negatif dalam ketidakpuasan terhadap durasi praktik yang terbatas tidak
hanya sekadar permasalahan teknis penjadwalan, melainkan lebih menggambarkan kegagalan
dalam menyediakan ruang yang memadai bagi peserta untuk mencapai ambang batas
keterampilan yang cukup. Respons negatif ini semakin diperkuat oleh perbandingan antara
jumlah instruktur dan peserta yang tidak proporsional, di mana besarnya jumlah peserta
menyebabkan interaksi edukatif berlangsung secara searah dan bersifat impersonal. Kondisi
tersebut menciptakan fenomena kejenuhan kognitif di mana peserta merasakan diri mereka
semata-mata sebagai objek penerima informasi tanpa memperoleh dukungan konsultasi yang
komprehensif.

Teori transfer of training menjelaskan bahwa reaksi positif harus dipandang dalam
konteks kesiapan peserta dan dukungan lingkungan kerja agar benar-benar memicu transfer
pembelajaran ke pekerjaan masing-masing, karena reaksi saja tidak cukup untuk memastikan
efek jangka panjang. Baldwin & Huwang ea al., (2010) menyatakan bahwa berbagai input training
seperti karakteristik peserta, desain pelatihan, serta lingkungan kerja dan dukungan organisasi
mempengaruhi sejauh mana reaksi positif sehingga dapat berdampak pada pembelajaran dan
perubahan perilaku. Temuan reaksi peserta di BPSDM Provinsi Jawa Timur juga sejalan dengan
penelitian ini yang mengimplementasikan model evaluasi dari Kirkpatrick pada program
pelatihan di organisasi publik atau instansi lain.

Secara keseluruhan, pembahasan reaksi peserta menunjukkan bahwa diklat bidang teknis
di BPSDM Provinsi Jawa Timur telah mampu menciptakan pengalaman belajar awal yang
memuaskan bagi sebagian besar peserta. Namun, reaksi positif ini bersifat bersyarat dan
dipengaruhi oleh kebutuhan peserta, kesiapan instruktur, dan konteks pelaksanaan. Dari
perspektif teoritis dan praktis, reaksi yang baik perlu dilanjutkan dengan peningkatan
mekanisme pembelajaran, adaptasi materi yang lebih kontekstual, serta strategi pelatihan yang
mampu mengurangi kesenjangan antara kepuasan awal dan kesiapan peserta menghadapi
praktik kerja sesungguhnya.

b. Pembelajaran (Learning)

Pada level pembelajaran, fokus evaluasi adalah sejauh mana peserta diklat benar-benar
bertambah pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil dari proses pembelajaran yang
berlangsung selama diklat. Berdasarkan data primer dalam penelitian ini, sebagian besar peserta
mengindikasikan peningkatan pemahaman terhadap konsep teknis yang sebelumnya belum
mereka kuasai dan melaporkan bahwa mereka menjadi lebih memahami prosedur operasional
serta tata cara pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsi mereka sebagai ASN atau pekerja
teknis. Peserta secara khusus menyebutkan bahwa sesi presentasi materi oleh instruktur yang
berpengalaman membuka wawasan baru terhadap problem-problem teknis yang mereka hadapi
dalam pekerjaan sehari-hari. Namun, di sisi lain, beberapa peserta juga mencatat bahwa
komponen keterampilan praktik masih dirasakan kurang memadai, baik karena waktu praktik
yang terbatas, kesulitan mengakses perangkat simulasi, maupun tingkat kompetensi awal peserta
yang bervariasi. Temuan ini menunjukkan bahwa sementara aspek kognitif pembelajaran relatif
berhasil pada banyak peserta, aspek psikomotor atau keterampilan masih belum sepenuhnya
mencapai standar yang diharapkan.

Perspektif atasan menunjukkan adanya pencapaian yang kontras antara penguasaan
konsep teoritis dan kemahiran teknis. Pada sisi positif, pimpinan mengakui adanya peningkatan
pemahaman substansial pada peserta, yang ditandai dengan kemampuan mereka dalam
menjelaskan kerangka berpikir penelitian dan metodologi kerja secara lebih terstruktur
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dibandingkan sebelum mengikuti diklat. Namun, respons negatif muncul terkait aspek
keterampilan praktis, di mana atasan masih melihat adanya kecenderungan ketidaksiapan dalam
mengoperasikan instrumen atau perangkat lunak analisis data secara mandiri akibat durasi
praktik yang dianggap terlalu singkat selama proses pembelajaran.

Timbulnya kecenderungan reaksi negatif dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan antara
pengelolaan operasional dengan kebutuhan teknis peserta. Ketidakpuasan terhadap durasi
praktik yang singkat tidak dapat dipersempit hanya pada masalah teknis penjadwalan, melainkan
lebih merupakan cerminan dari ketidakmampuan menyediakan ruang bagi peserta untuk
mencapai standar kemahiran yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh perbandingan numerik
antara instruktur dan peserta yang tidak berimbang, sehingga volume peserta yang tinggi
mengakibatkan proses interaksi edukatif menjadi bersifat searah dan kurang personal. Situasi
tersebut memunculkan fenomena kejenuhan kognitif di mana peserta merasa menjadi subjek
pasif dalam penerimaan informasi tanpa mendapatkan pendampingan konsultasi yang intensif.

Timbulnya kecenderungan reaksi negatif dilatarbelakangi oleh pencapaian dimensi
kognitif serta keterampilan psikomotorik yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih
terperangkap pada tingkatan pemahaman teoretis tanpa kedalaman teknis yang bersifat aplikatif.
Orientasi negatif pada fase ini tercermin dari emergence fenomena kesenjangan antara
pengetahuan dan praktik, yaitu kondisi di mana peserta dapat menguraikan prosedur secara lisan
namun mengalami kegagalan ketika diharuskan melakukan simulasi pada perangkat teknis yang
sesungguhnya. Keterbatasan akses terhadap fasilitas simulasi beserta keragaman kompetensi
awal peserta yang begitu luas menyebabkan proses pembelajaran tidak berlangsung secara
inklusif. Peserta dengan kemampuan dasar yang rendah cenderung tertinggal, sementara Peserta
yang lebih terampil tidak memperoleh tantangan yang memadai untuk mengembangkan
kompetensinya lebih lanjut.

Dalam kerangka evaluasi Kirkpatrick, level pembelajaran (Learning) merupakan tahap
kedua yang menilai perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari
aktivitas pelatihan. Kirkpatrick menyatakan bahwa apabila pelatihan berhasil, maka peserta akan
menunjukkan peningkatan tingkat kompetensi yang diukur melalui tes atau observasi setidaknya
antara pre-training dan post-training. Dengan melihat temuan wawancara bahwa pengetahuan
meningkat tetapi keterampilan praktik belum merata, dapat disimpulkan bahwa pelatihan efektif
secara parsial menghasilkan perubahan pada ranah kognitif tetapi belum konsisten di ranah
keterampilan. Hal ini penting karena peningkatan pengetahuan saja belum cukup untuk
menjamin keberhasilan penerapan di tempat kerja, keterampilan praktis merupakan bagian
integral dari kompetensi profesional, khususnya dalam peran teknis publik.

Evaluasi pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil evaluasi tes semata, tetapi juga
bergantung pada desain pembelajaran dan konteks pemberian materi. (Baldwin & Ford, 2022)
menegaskan bahwa transfer pembelajaran ditentukan oleh tiga kelompok variabel utama, yakni
karakteristik trainee (kemampuan awal, motivasi, kesiapan), kualitas desain pelatihan (kesamaan
antara latihan dan tugas nyata, peluang untuk praktik), serta konteks pekerjaan yang
mencangkup dukungan organisasi. Dalam temuan penelitian ini, beberapa peserta dengan latar
belakang pendidikan atau pengalaman berbeda menunjukkan perbedaan signifikan dalam
tingkat pemahaman akhir, sehingga menunjukkan bahwa karakteristik trainee berperan besar
dalam menentukan seberapa jauh peserta benar-benar “belajar”

Konsep learning climate juga penting dalam menjelaskan variasi hasil pembelajaran
antara peserta. Learning climate mencakup persepsi peserta mengenai dukungan terhadap
belajar, baik selama pelatihan maupun setelahnya. Tracey, J. Bruce Tannenbaum, Scott I. Kavanagh
(2024) mengemukakan bahwa training climate yang mencakup dukungan supervisor, kesiapan
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perangkat, dan kesempatan untuk berlatih memengaruhi kualitas pembelajaran. Dalam konteks
BPSDM ]Jatim, fasilitas dan metodologi pembelajaran digital telah tersedia, namun variasi
kesiapan teknologi dan dukungan pasca-diklat dari atasan mengakibatkan beberapa peserta
merasa kurang optimal dalam memaksimalkan pengalaman pembelajaran.

Hasil studi lain juga menunjukkan bahwa meskipun pelatihan dapat meningkatkan
pengetahuan, tidak semua peserta menunjukkan peningkatan keterampilan yang signifikan tanpa
adanya kesempatan latihan yang cukup dan feedback yang intensif. Misalnya, penelitian yang
diterbitkan di Human Resource Development Quarterly menemukan bahwa pelatihan yang hanya
fokus pada pemberian materi tanpa kesempatan praktik yang memadai biasanya menghasilkan
peningkatan pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan keterampilan kerja nyata.
Hal ini konsisten dengan temuan skripsi, di mana aspek praktik masih menjadi kekurangan utama
yang perlu diperbaiki.

Dari perspektif human capital theory, pelatihan merupakan investasi terhadap modal
manusia yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kapabilitas kerja. (Becker, 2022)
menyatakan bahwa investasi pelatihan menghasilkan nilai tambah ketika peserta tidak hanya
memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat diukur pada kinerja kerja nyata.
Dengan demikian, temuan bahwa sebagian peserta belum sepenuhnya menguasai keterampilan
praktik menunjukkan bahwa investasi pelatihan belum sepenuhnya optimal. Hal ini menandakan
perlunya perbaikan dalam desain pelatihan, terutama penyesuaian antara teori dan praktik
sehingga peserta memiliki kesempatan latihan yang lebih banyak atau intensif—sebuah faktor
penting agar pelatihan menghasilkan outcome yang signifikan terutama di ranah keterampilan.

Penelitian empiris di lingkungan organisasi publik lainnya menunjukkan bahwa pelatihan
yang melibatkan simulasi dan praktik lapangan yang kontekstual cenderung menghasilkan
pembelajaran yang lebih kuat dibanding pelatihan yang hanya berfokus pada teori. Misalnya,
penelitian di sektor pelayanan kesehatan menyimpulkan bahwa penggunaan metode simulasi
meningkatkan keterampilan teknis tenaga kesehatan lebih efektif dibanding diskusi kelompok
semata. Hal ini semakin menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pembelajaran di BPSDM Jatim,
perlu diterapkan kombinasi metode yang mampu memperkuat pengalaman praktik peserta

Secara keseluruhan, pembahasan pada level pembelajaran menunjukkan bahwa diklat di
BPSDM Provinsi Jawa Timur telah berhasil meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan,
namun hasil peningkatan keterampilan praktik belum merata. Hal ini menunjukkan perlunya
peningkatan desain pembelajaran yang lebih fokus pada praktik kontekstual, kesempatan latihan
yang lebih banyak, serta dukungan pasca-pelatihan yang memadai. Pembahasan ini tidak hanya
relevan dengan model evaluasi Kirkpatrick, tetapi juga didukung oleh teori transfer pembelajaran,
iklim pembelajaran, dan human capital theory.
c¢. Perilaku (Behaviors)

Pada level perilaku, evaluasi diarahkan untuk menilai sejauh mana pengetahuan dan
keterampilan yang diperoleh peserta selama diklat benar-benar diterapkan dalam pekerjaan
sehari-hari. Dalam penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian peserta telah
berupaya mengubah cara kerja mereka setelah mengikuti diklat, khususnya dalam hal
pemahaman prosedur teknis, ketepatan langkah kerja, serta peningkatan kepercayaan diri saat
menjalankan tugas. Namun demikian, perubahan tersebut belum berlangsung secara konsisten
dan berkelanjutan pada seluruh peserta. Sebagian lainnya mengakui bahwa hasil pelatihan belum
sepenuhnya diterapkan karena keterbatasan kesempatan praktik di tempat Kerja, tidak adanya
pendampingan pascadiklat, serta kurangnya dukungan dari lingkungan organisasi. Kondisi ini
menunjukkan bahwa transfer pembelajaran dari kelas ke tempat kerja masih bersifat parsial.
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Keberhasilan penerapan hasil pendidikan dan pelatihan teknis sangat ditentukan oleh
kesinambungan proses penilaian yang dilakukan oleh pimpinan di tempat kerja. Evaluasi ini
berfungsi sebagai instrumen vital untuk mengidentifikasi perubahan perilaku karyawan secara
objektif dengan melakukan perbandingan kapabilitas kerja pada fase pra dan pasca mengikuti
program pengembangan kapasitas. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, atasan dapat
memperoleh gambaran aktual mengenai tingkat pengintegrasian kompetensi baru dalam
rutinitas operasional sehari-hari. Aspek utama yang menjadi fokus penilaian meliputi analisis
komparatif terhadap standar mutu hasil kerja, ketepatan penyelesaian tanggung jawab, serta
kemampuan karyawan dalam mengurangi penyimpangan teknis yang memerlukan perbaikan.
Dalam konteks tersebut, pemimpin memiliki kewajiban strategis untuk menjamin bahwa
pemahaman teoretis yang diperoleh dari lembaga pelatihan telah berubah menjadi keterampilan
praktis yang berpotensi meningkatkan produktivitas organisasi secara signifikan.

Selanjutnya, tingkat keberhasilan transfer of training juga diukur melalui kapasitas
karyawan dalam menyebarluaskan pengetahuan kepada rekan sejawat serta kesediaannya untuk
menerapkan strategi kerja yang baru. Pimpinan memiliki peran strategis dalam memvalidasi
rencana implementasi pascaperatihan untuk mendeteksi berbagai hambatan sistemis, seperti
keterbatasan infrastuktur penunjang atau belum memadainya kesiapan aplikasi digital di unit
kerja, yang berpotensi mengganggu penggunaan pengetahuan baru secara maksimal.

Adanya dinamika yang signifikan antara perubahan kompetensi individu dengan
dukungan lingkungan kerja. Berdasarkan temuan penelitian, atasan memberikan respons positif
terhadap peningkatan kemandirian dan profesionalisme peserta, yang tercermin dari inisiatif
kerja yang lebih tinggi serta kemampuan menyelesaikan tugas secara sistematis tanpa
ketergantungan penuh pada instruksi pimpinan. Namun, di sisi lain, muncul catatan negatif yang
menyoroti adanya hambatan implementasi akibat keterbatasan sarana prasarana dan rigiditas
prosedur di lingkungan kerja asal, yang menyebabkan potensi keterampilan baru peserta tidak
dapat teraktualisasi secara maksimal. Meskipun diklat berhasil mengubah perilaku kerja peserta
menjadi lebih profesional, keberlanjutan dan evaluasi perubahan tersebut sangat bergantung
pada tersedianya ekosistem organisasi yang adaptif dan suportif terhadap inovasi yang dibawa
oleh peserta pasca-diklat.

Dalam kerangka Kirkpatrick, level perilaku menandai fase kritis karena menjadi jembatan
antara pembelajaran (learning) dan dampak organisasi (results). Kirkpatrick menegaskan bahwa
pelatihan baru dapat disebut efektif apabila peserta mengubah cara mereka bekerja setelah
kembali ke unit kerja. Temuan penelitian ini di mana sebagian peserta berubah, namun sebagian
lainnya tidak mengindikasikan bahwa keberhasilan pada level learning belum sepenuhnya
terkonversi menjadi perubahan perilaku yang stabil. Hal ini menguatkan argumen bahwa
perubahan perilaku tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelatihan, tetapi juga oleh kondisi
sistem kerja tempat peserta kembali.

Teori transfer of training dari Baldwin & Ford (2022) memberikan penjelasan
komprehensif atas fenomena ini. Mereka mengemukakan bahwa transfer dipengaruhi oleh tiga
kelompok faktor: karakteristik peserta (kemampuan, motivasi, kesiapan), desain pelatihan
(kesamaan latihan dengan tugas kerja, kesempatan praktik), dan lingkungan kerja (dukungan
atasan, kesempatan menggunakan keterampilan, iklim organisasi). Dalam konteks BPSDM Jatim,
heterogenitas peserta dan keterbatasan praktik selama diklat menunjukkan kendala pada dua
faktor pertama, sementara minimnya pendampingan dan dukungan unit kerja menunjukkan
hambatan pada faktor lingkungan.

Dalam Devos et al. (2007) melalui Learning Transfer System Inventory (LTSI)
mengembangkan model yang menempatkan motivasi untuk mentransfer dan dukungan
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organisasi sebagai penentu utama perubahan perilaku. Model ini menjelaskan mengapa peserta
yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tetap gagal mengubah cara kerja ketika tidak ada
dorongan struktural dari organisasi. Validasi empiris LTSI menunjukkan bahwa faktor lingkungan
seperti dukungan supervisor, kesempatan menerapkan keterampilan, dan umpan balik kinerja
memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku pascapelatihan. Konsep training climate juga relevan
untuk menjelaskan variasi perilaku pascadiklat. Tracey & Tews (2005) menyatakan bahwa iklim
pelatihan yang kondusif ditandai oleh dukungan pimpinan, sistem penilaian yang mendorong
penggunaan keterampilan baru, serta budaya belajar—akan memperbesar peluang terjadinya
perubahan perilaku. Dalam penelitian ini, meskipun peserta merasakan manfaat diklat, belum
terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan penilaian kinerja, sehingga
perubahan perilaku tidak mendapat penguatan institusional.

Konsep training climate juga relevan untuk menjelaskan variasi perilaku pascadiklat.
Tracey & Tews (2005) menyatakan bahwa iklim pelatihan yang kondusif ditandai oleh dukungan
pimpinan, sistem penilaian yang mendorong penggunaan keterampilan baru, serta budaya belajar
akan memperbesar peluang terjadinya perubahan perilaku. Dalam penelitian ini, meskipun
peserta merasakan manfaat diklat, belum terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi dengan penilaian kinerja, sehingga perubahan perilaku tidak mendapat penguatan
institusional.

Dengan demikian, temuan di BPSDM Jatim yang menunjukkan perubahan perilaku parsial
sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya sistem pendukung pascadiklat. Tanpa
penguatan struktural, pelatihan hanya menghasilkan perubahan sementara. Oleh karena itu, agar
perubahan perilaku menjadi permanen, diperlukan: (1) integrasi hasil diklat ke penilaian kinerja,
(2) dukungan aktif pimpinan unit kerja, (3) coaching pascadiklat, dan (4) monitoring penerapan
kompetensi. Dengan langkah tersebut, level perilaku tidak lagi menjadi titik lemah, melainkan
penghubung kuat antara pembelajaran dan dampak organisasi.

d. Hasil (Result)

Level hasil merupakan tahap evaluasi tertinggi dalam model Kirkpatrick karena menilai
dampak akhir dari pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja individu, unit kerja, dan organisasi
secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa diklat bidang
teknis di BPSDM Provinsi Jawa Timur telah memberikan dampak positif pada peningkatan
kompetensi individu, terutama dalam aspek pengetahuan dan sebagian keterampilan teknis.
Namun, dampak tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kinerja organisasi
secara terukur dan berkelanjutan. Tidak adanya sistem monitoring pascadiklat, belum
terintegrasinya hasil pelatihan dengan penilaian kinerja ASN, serta ketiadaan indikator kinerja
yang secara langsung dikaitkan dengan output diklat menjadi faktor utama yang menyebabkan
hasil pelatihan masih bersifat parsial.

Evaluasi komprehensif pada tingkat hasil (result) mengungkapkan adanya dualisme
persepsi dari pihak atasan terkait evaluasi pelatihan (diklat) terhadap performa organisasi. Di
satu sisi, pelatihan dinilai berhasil memberikan peningkatan signifikan pada kinerja individu
melalui penguasaan teknis yang lebih presisi, yang secara langsung mempercepat tempo kerja
unit dan mendukung pencapaian target strategis pelayanan publik yang lebih profesional. Namun,
pada sisi lainnya, terdapat kritik mengenai kendala dalam transfer pengetahuan, di mana
kesalahan teknis yang berulang serta kurangnya diseminasi ilmu menyebabkan dampak pelatihan
masih bersifat terbatas dan belum mencapai transformasi organisasi secara keseluruhan. Oleh
karena itu, walaupun pelatihan berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas
pemerintahan, keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi peserta dalam
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mengaplikasikan kompetensi baru serta kesiapan iklim kerja untuk mendukung keberlanjutan
hasil belajar di lapangan.

Pentingnya evaluasi pascaperatihan menjadi tolok ukur fundamental dalam mengukur
evaluasi program pengembangan kapasitas karyawan. Dalam konteks implementatif, proses
verifikasi yang dilakukan oleh atasan langsung dimulai melalui observasi kinerja secara
komprehensif untuk membuktikan adanya pergeseran pola kerja ke arah yang lebih profesional.
Atasan dalam perannya sebagai penilai di lingkungan kerja melaksanakan analisis perbandingan
terhadap standar kompetensi sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan, dengan penekanan pada
aspek teknis-operasional yang menjadi fokus utama program pengembangan. Penilaian ini
mencakup pemantauan terhadap indikator peningkatan ketepatan penyelesaian pekerjaan,
efisiensi penggunaan waktu, serta kemandirian karyawan dalam menangani tugas yang
sebelumnya memerlukan pengawasan intensif.

Penerapan hasil pelatihan selanjutnya diverifikasi melalui mekanisme pemberian tugas
strategis dan penilaian terhadap rencana aksi yang telah disusun oleh karyawan setelah
menyelesaikan program di lembaga pelatihan pemerintah daerah. Pimpinan menetapkan
tanggung jawab khusus yang memiliki keterkaitan substansial dengan materi teknis pelatihan
untuk menguji kedalaman kapasitas transfer of training dalam konteks ekosistem kerja aktual.
Keberhasilan karyawan dalam menyelesaikan tugas tersebut menjadi bukti empiris bahwa
kurikulum yang diselenggarakan memiliki relevansi yang signifikan dengan kebutuhan
operasional di instansi asal. Selain itu, mekanisme kroscek ini diperkuat melalui serangkaian
dialog evaluatif dan sesi berbagi pengetahuan yang diikuti oleh seluruh anggota tim. Dengan
demikian, evaluasi diklat teknis tidak hanya dinilai dari keberhasilan kognitif di lembaga
pelatihan, namun divalidasi melalui dampak nyata terhadap produktivitas dan kualitas layanan
di unit kerja masing-masing.

Dalam kerangka Kirkpatrick, level results menekankan bahwa keberhasilan pelatihan
harus tercermin dalam indikator organisasi, seperti peningkatan produktivitas, kualitas layanan,
efisiensi kerja, dan kepuasan pemangku kepentingan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara tujuan pelatihan dengan dampak organisasi. Hal ini memperkuat pernyataan
Kirkpatrick bahwa tanpa mekanisme evaluasi yang sistematis, organisasi cenderung hanya
berhenti pada level reaksi dan pembelajaran, sehingga gagal membuktikan nilai strategis
pelatihan bagi kinerja institusi. Oleh karena itu, diklat di BPSDM Jatim masih memerlukan sistem
pengukuran hasil yang terstruktur agar manfaatnya dapat diidentifikasi secara kuantitatif dan
berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Harmen et al.,, (2024) menunjukkan bahwa pelatihan
memegang peranan penting dalam memperoleh dan meningkatkan kualitas kerja karyawan.
Melalui pelatihan, karyawan dipersiapkan dengan pengetahuan dan solusi yang diperlukan untuk
menghadapi tantangan di masa depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada serangkaian
prosedur untuk menentukan kriteria peserta, menentukan kebutuhan, memilih metode,
membuat keputusan dan membuat evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dan kinerja
karyawan yang berkolaborasi dalam model evaluasi Kirkpatrick dan hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa kegiatan diklat yang dilakukan oleh BPSDM Jawa Timur berjalan dengan
baik serta memberikan gambaran dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja secara
langsung.

Dari perspektif Human Capital Theory (Becker, 2024), pelatihan merupakan investasi
modal manusia yang seharusnya menghasilkan nilai tambah bagi organisasi dalam bentuk
peningkatan produktivitas dan kualitas kinerja. Namun, investasi tersebut hanya akan
memberikan pengembalian optimal apabila kompetensi yang diperoleh benar-benar digunakan
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dalam proses kerja dan didukung oleh sistem organisasi. Dalam konteks BPSDM Jatim, temuan
bahwa dampak organisasi belum optimal menunjukkan bahwa investasi pelatihan belum
sepenuhnya dimonetisasi menjadi nilai kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Winfred et al. (2003) menunjukkan bahwa ukuran efek
pelatihan terhadap hasil organisasi lebih kecil dibandingkan efek terhadap pembelajaran dan
perilaku, terutama ketika pengukuran dilakukan dalam jangka pendek atau tanpa indikator yang
jelas. Hal ini menjelaskan mengapa banyak organisasi, termasuk BPSDM Jatim, sulit menunjukkan
dampak pelatihan secara nyata meskipun peserta merasa belajar dan berubah. Konsep Strategic
Human Resource Development (SHRD) juga relevan dalam menjelaskan rendahnya konversi
pelatihan menjadi hasil organisasi. SHRD menekankan bahwa program pelatihan harus
terintegrasi dengan strategi organisasi, tujuan kinerja, dan sistem manajemen SDM. Tanpa
integrasi ini, pelatihan akan berdiri sendiri dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap
tujuan institusi. Penelitian Wright & McMahan (2022) menunjukkan bahwa integrasi HRM
strategis meningkatkan peluang organisasi memperoleh manfaat nyata dari investasi pelatihan.

Secara keseluruhan, pembahasan level hasil menunjukkan bahwa diklat bidang teknis di
BPSDM Provinsi Jawa Timur telah memberikan dampak positif pada individu, tetapi belum
sepenuhnya menghasilkan perubahan kinerja organisasi yang terukur. Dari perspektif teori
Kirkpatrick, Human Capital, SHRD, dan ROI Training, kondisi ini mengindikasikan perlunya
integrasi pelatihan dengan sistem penilaian kinerja, penguatan monitoring pascadiklat, serta
pengembangan indikator hasil yang jelas. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya menjadi
aktivitas rutin, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur.

SIMPULAN

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan (diklat) di BPSDM Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa program diklat telah
dilaksanakan secara terstruktur dan menunjukkan komitmen organisasi dalam pengembangan
kompetensi sumber daya manusia aparatur. Penyelenggaraan diklat didukung oleh perencanaan,
program, ketersediaan widyaiswara, fasilitas pembelajaran, serta sistem administrasi yang relatif
memadai. Tingkat partisipasi peserta yang tinggi dan konsisten dalam pelaksanaan kegiatan
menunjukkan bahwa diklat telah menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan kapasitas
aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ditinjau dari model evaluasi Kirkpatrick, pertama pada level reaksi (reaction),
menunjukkan hasil yang cukup baik. Peserta memberikan respons positif terhadap pelaksanaan
pelatihan, baik dari segi penyampaian materi oleh widyaiswara, metode pembelajaran yang
digunakan, maupun fasilitas pendukung selama kegiatan pelatihan berlangsung. Hal ini
menunjukkan bahwa secara umum peserta merasa puas terhadap proses penyelenggaraan diklat
yang telah dilaksanakan.

Kedua pada level pembelajaran (learning), pelaksanaan diklat dinilai mampu untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi teknis yang diberikan.
Peserta memperoleh tambahan wawasan serta keterampilan yang berkaitan dengan bidang tugas
masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran selama pelatihan telah berjalan
dengan cukup efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta.

Ketiga pada level perilaku (behavior), perubahan perilaku kerja peserta setelah mengikuti
diklat belum sepenuhnya optimal. Meskipun peserta telah memperoleh pengetahuan dan
keterampilan baru, penerapan hasil penelitian dalam lingkungan kerja juga masih menghadapi
beberapa kendala, seperti perbedaan latar belakang kompetensi peserta,, keterbatasan waktu
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praktik selama pelatihan, serta kesiapan peserta dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran
yang digunakan dalam proses diklat.

Keempat pada level hasil (result), dampak pelaksanaan diklat terhadap peningkatan
kinerja organisasi dan penerapan kompetensi secara berkelanjutan masih belum sepenuhnya
maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan pelatihan yang belum
sepenuhnya berbasis kebutuhan peserta, keterbatasan dukungan organisasi dalam mendorong
implementasi hasil pelatihan di tempat kerja, serta belum adanya tindak lanjut yang sistematis
setelah pelaksanaan diklat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan dalam perencanaan,
pelaksanaan, serta evaluasi diklat agar hasil pelatihan dapat memberikan dampak yang lebih
nyata terhadap peningkatan kompetensi ASN dan kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan dan pelatihan di
BPSDM Provinsi Jawa Timur telah tercapai dengan baik pada level reaksi dan pembelajaran,
namun masih menghadapi tantangan pada level perubahan perilaku dan hasil organisasi. Oleh
karena itu, peningkatan evaluasi diklat ke depan perlu diarahkan pada penguatan analisis
kebutuhan peserta, pengembangan desain pelatihan yang lebih aplikatif dan kontekstual, serta
peningkatan dukungan organisasi dalam bentuk kesempatan penerapan hasil pelatihan,
supervisi, dan evaluasi pascadiklat yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, diklat
diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mampu mendorong
perubahan perilaku kerja dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Kkinerja
organisasi serta kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yang
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, sebagai berikut:
1. Saran Praktis
a. Peningkatan Perencanaan diklat berbasis kebutuhan

BPSDM Provinsi Jawa Timur disarankan untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan
(training need analysis) secara lebih sistematis sebelum menyusun program diklat. Hal ini
bertujuan agar materi pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan
kompetensi peserta sehingga pelatihan dalam memberikan dampak yang lebih optimal terhadap
peningkatan kemampuan teknis peserta.
b. Penguatan metode pembelajaran yang lebih aplikatif

Dalam pelaksanaan diklat bidang teknis, perlu ditingkatkan penggunaan metode
pembelajaran yang lebih praktis dan interaktif, seperti simulasi, studi kasus, praktik langsung dan
diskusi kelompok. Metode pembelajaran yang aplikatif akan membantu peserta memahati materi
secara lebih mendalam serta mempermudah dalam penerapan hasil pelatihan dalam pekerjaan
sehari-hari.
c. Peningkatan dukungan organisasi terhadap penerapan hasil diklat

Instansi atau organisasi tempat peserta bekerja diharapkan dapat memberikan dukungan
yang lebih optimal terhadap penerapan hasil pelatihan, seperti memberikan kesempatan kepada
peserta untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperbolehkan selama
diklat serta memberikan supervisi dan arahan dari pimpinan.
d. Penguatan pasca diklat

BPSDM Provinsi Jawa Timur perlu mengembangkan sistem evaluasi pascadiklat secara
berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana peserta mampu menerapkan hasil pelatihan di
lingkungan kerja. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui monitoring kinerja, laporan implementasi
hasil penelitian, maupun umpan balik dari atasan langsung.
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e. Peningkatan literasi teknologi dalam proses pembelajaran

Peningkatan sebagian proses pelatihan telah memanfaatkan teknologi digital, BPSDM
disarankan untuk memberikan pendampingan atau pelatihan dasar terkait pengguna teknologi
pembelajaran kepada peserta yang masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem
digital pelatihan.
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